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BUPATI BATU BARA  

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI BATU BARA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 
 

 

TENTANG 
 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS SOSIAL 

KABUPATEN BATU BARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BATU BARA, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial 

Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwasanya Dinas Sosial 

Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat 

dan paling banyak 4 (empat) bidang; 

 b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 62 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara 

Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka 

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten 

Batu Bara perlu dilakukan perubahan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Batu 

Bara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 

9 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi 

Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 

SALINAN 
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2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial 
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Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1590); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil 

Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan 

Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1589); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7); 

11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu 

Bara Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 

2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 

12. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten 

Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 

Nomor 9). 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN 

BATU BARA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas 
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Sosial Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara 

Tahun 2017 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) 

Bagian dan 4 (empat) Pasal, yakni Bagian Ketujuh, Pasal 21A, 

Pasal 22B, Pasal 23C, dan Pasal 24D yang berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Bagian Ketujuh 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu 
 

Pasal 21A 

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu dipimpin 

oleh seorang Kepala. 

(2) Kepala Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standarisasi teknis untuk data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS)  di bidang Pengendalian dan 

Evaluasi Data Terpadu. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

adalah : 

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan 

kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu 

sesuai dengan rencana kerja Dinas Sosial  sebagai 

pedoman kerja. 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu sesuai dengan 

tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 

pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu secara berkala 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. melaksanakan pengolahan data, perencanaan, dan 
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pelaporan kegiatan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Data Terpadu;  

f. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu dengan cara 

membandingkan antara rencana kegiatan dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan 

datang; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 22B 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu terdiri dari : 

1. Seksi Analisa dan Pengendalian Data. 

2. Seksi Pelayanan Data dan Evaluasi. 
 

   

Paragraf 1 

Seksi Analisa dan Pengendalian Data 

 
Pasal 23C 

 

(1) Seksi Analisa dan Pengendalian Data dipimpin oleh                       

seorang Kepala. 

(2) Kepala Seksi Analisa dan Pengendalian Data mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kegiatan 

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, pada Seksi 

Analisa dan Pengendalian Data. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

adalah : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi 

Analisa dan Pengendalian Data sesuai dengan  rencana 

kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu 
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sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Seksi Analisa dan Pengendalian Data; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Analisa Pengendalian Data sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Analisa 

Pengendalian Data sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan 

terkait pengolahan pengendalian data; 

f. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 

dibidang pengelolaan data bantuan sosial; 

g. mengumpulkan dan mengelola data Kesejahteraan sosial; 

h. melaksanakan upaya ketahanan sosial masyarakat, 

dengan mengendalikan data secara akurat; 

i. membangun model jaringan komunikasi untuk penguatan 

SDM lokal dalam rangka analisa dan pengendalian data; 

j. mempercepat proses pengendalian data kesejahteraan 

sosial dengan produk pengendalian data berbasis desa; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Analisa 

dan Pengendalian Data dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

l. melaporkan pelaksanaan kinerja pada Seksi Analisa dan 

Pengendalian Data sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Paragraf 2 

Seksi Pelayanan Data dan Evaluasi 
 
 

Pasal 24D 
 
 

(1) Seksi Pelayanan Data dan Evaluasi dipimpin oleh                   

seorang Kepala. 

(2) Kepala Seksi Pelayanan Data dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kegiatan sesuai 

norma, standar, prosedur dan kriteria, pada Seksi Pelayanan 

Data dan Evaluasi. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

adalah : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi  

Pelayanan Data dan Evaluasi sesuai dengan  rencana 

kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Seksi  Pelayanan Data dan Evaluasi; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi  

Pelayanan Data dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi  Pelayanan 

Data dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait pengolaan 

evaluasi dan pelayanan data sosial; 

f. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan 

terkait pengelolaan evaluasi dan pelayanan data sosial; 

g. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan 

dibidang pengelolaan evaluasi dan pelayanan data sosial; 

h. membangun jaringan komunikasi ke semua sektor terkait 

penggunaan dan pelaporan data kesejahteraan sosial; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan  dan 

pengelolaan data  kesejateraan sosial; 

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan 

Data dan Evaluasi dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 
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masa mendatang; 

k. melaporkan pelaksanaan kinerja pada Seksi Pelayanan 

Data dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Batu Bara. 

 

Ditetapkan di Lima Puluh 

pada tanggal, 3 Januari 2020 

 

BUPATI BATU BARA, 
 

TTD 
 

          ZAHIR 
 

Diundangkan di Lima Puluh      

pada tanggal,  3 Januari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

 
TTD 

 

SAKTI ALAM SIREGAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 3 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

  
RAHMAD SIRAIT, SH 

NIP. 19660707 198602 1 001 
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BUPATI BATU BARA, 

TTD 

ZAHIR  

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR   : 3 TAHUN 2020 
TANGGAL  : 3 JANUARI 2020      
 

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BATU BARA 

(TIPE A) 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

DINAS 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAG   
UMUM 

SUBBAG   
PROGRAM 

SUBBAG  
KEUANGAN 

BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL 

SEKSI 
JAMINAN SOSIAL KELUARGA 

SEKSI  

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN 
BENCANA  

BIDANG 
REHABILITASI SOSIAL 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 
PENANGANAN FAKIR MISKIN 

 

SEKSI 
REHABILITASI PENYENDANG 
DISABILITAS DAN KORBAN 

PERDAGANGAN ORANG 

SEKSI  
REHABILITASI SOSIAL ANAK, LANJUT 

USIA DAN TUNA SOSIAL 

SEKSI 
PENDAMPINGAN BANTUAN 

STIMULAN, PENATAAN LINGKUNGAN 
DAN KELEMBAGAAN 

SEKSI  

KESETIAKAWANAN, KEPAHLAWANAN 
DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 

BIDANG 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
DATA TERPADU 

 

SEKSI 
PELAYANAN DATA DAN EVALUASI  

 

SEKSI  
ANALISA DAN PENGENDALIAN DATA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
RAHMAD SIRAIT, SH 
NIP. 19660707 198602 1 001 
 


